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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

J1. Majapahit Nomor 29-30 Telp./ Fax(0370)632012 MATARAM

M

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 569 / / NAKERTRANS

TENTANG

Tim Pelaksana Pelayanan Publik

Pada UPTJ. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menimbang

Mengingat

Memperhetikail

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

d.

10.

11.

bchwa dalam rangka 1neningkatkan kualitas pelayanan publik pada
UPTD. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB perlu dibentuk Tim Pelaksana
Pelayanan Publik pada UPTD. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau
Sumbawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

hbahwa untuk pembentukan  Tim  Pelaksana Pelayanan Publik
sebagaimana dimakisud pada huruf a perlu ditetapkan dengan dengan
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.
bahwa nama - nama yang tercanium dalam lampiran keputusan ini
diangap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungar. Tenaga lierja Indonesia di Luar Negeri,

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Felayanan Fublik

Permenakertrans Nomer  22/MEN/2014 tentang Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Permenpan Nomor 36 tahun 2012 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis
Penyusunan ,Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

Keputusan Menpan Nomor : 26 /KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk
Teknis  Transparansi  dan Akuntabilitas dalan penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Nownor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB

Peraturan Gubernur Nuse Tenggara Barat Nomor : 32 Tahun 2008
Tenteng Layanan Ternadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indenesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Guberrur Wusa Tenggara Barat Nomor : 2 Tsahun 2011
Tentang Perubahan atas Peraturan Guberpur Nusa Tenggara Barat
Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat
vang bekerja di Luar Negeri.

Peraturan Gubernur NTB aomor 34 Tahun 2013  Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Surat Sekretaris Daerah Nomor : 060/162/0RG TGL 13 April 2017 tentang
Komponen Standar pelayanan Fublik




¢

@

Menetapkar

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Tira Pelaksana Pelayanan Publik UPTD. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan
Pulau Sumbawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan
Sus inan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

Tigas Tim Pelaksana Pelavanan Publik terdiri -

1. Memberikin nelayanan kepada masyarakat /para pihak yang
membutuhkan secare hak sesuai panduan pelaksanaan pelayanan /
Standar Operasionel proscdur yang teiah ditetapkan

2. Memenuhi sarana preserana dan hal lain yang diperlukan agar

pelaksanaan pelayinan uanat terlaksana dengan baik dan memuaskan.
3. Mulaksanakan evaluari ferhadap pelayanan publik yang telah diberikan
melalui pengukuran indek kepuasan pengguna layanan.

Segila biaya yang timbut scbagai akibat diterbitkan Keputusan ini i

bebznkan pada DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
NTB.

Keputuszn ini mulat berlakuy sejak tunggal ditetapkan dengan ketentuan

apaoila dikemudian hari erdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaiman. mestinya.

DITETAPKAN DI : MATARAM
PADATANGGAL : April 2017
Kepala Diras Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

(.

Drs. H. Ii.DAN -
Pembina Utama Madya
NIP. 19581221 198303 1 340

Tembusan disaripaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi NTB  di — Mataram.
2. Ketua DPRD Proviusi NTB di - Mataram.
3. Inspektorat Provinsi NTB di - Mataram.




Larpiran
Nomor

Tentang

Jenis /Produk layananr

Keputusan

: Tim Pelaksana Pelayanan Publil- pada

‘epala Dinas Tenaga Keija Jan Transmigrasi Provinsi NTB

Pulau Sumbawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

Pengawasan, Pemeriksuan dan Fengujian Perusahaan

UPTD. Baiai Pengawasan Ketenagakerjaan

NO NAMA/ NIP JABATAN JABATAN DLM TIM KET
1 | Drs. H. Wildan Kepala Ginas Pembina
NIP. 1958123119°3031340
2 | Drs.H. Musta'in, $S., ivM Sekretaris Dines Pengarah
NIP.196612311 390031133 :
|
3 | Edi Ramlan, SKM., MPH Kepala Balai i Koordinator
NIP.197111111992031006 [
| , {
4 | H. Syamsuddin, SE . Kasi Merma Kerio | Bagian Informasi dan
NIP. 19623807 198503 1 002 Pengaduan
5 I Suhirno, SH T_ _Peq‘gma‘\.f\;;ié —j- Pengawasan, Pemeriksaan
| NIP. 1968080+ 99103 1 010 | Ketenagarerjzan . Dan Pengujian Perusahaan
6 Indra Kurniawan, SH Fenzawns } Pengawasan, Pemeriksaan | |
; NIP. 19647304 201007 1 016 | Ketenogakeriazn | Dan Pengujian Perusahaan
I I R |
7 | Andi Mocham mad Noer, S AP Fengrwas . Pcngawasan, Pemeriksaan
MIP. 19800418 200704 107 Ketenagzherjaan | Dan Pengujian Perusahaan
! |
8 Nur Asrr?urtawaxmar., g Pengawas | Pengawasan, Pemeriksaan
NIP. 1790412 201101 1 005 { Ketenagalerjaan | Dan Pengujian Perusahaan
9 | Salahuddir. Al “ryubi, S.T. | i é—néé;;’g_ B ;T’engawasan, Pemeriksaan
NIP. 19800426 201101 1 0U7 Ketenagalerjazn | Dan Pengu’ian Perusahaan E

Kepaia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Frovinsi Nusa Tenggara Barat

‘!
v
Drs. H. WILDAN ~

Penibina Utama Madya

NIP. 19581251 198303 1 340




FAND'JAN PELAKSANAZN PELLYANAN PUBLIK
PADA UP1D. BALAI PENGAWAS/AN KETENAGAVERJAAN PULAU SUMBAWA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB
KEGIATAN : PENGAWASAN, PEIER!KSAAN DAN PENGUJIAN PERUSAHAAN

Pendahuluan

Berdasarkan UU 23 tahun 2074 tentang pemer

kabupaten/kota seluruh Indonesia, statusny=
Januari 2077, bahws:

ntahan daerah, semua pegawai pengawas
dialihkan ke provinsi 1 Oktober 2016 dan efektif
Pengawasan, Penierikscan Dan Pengujian Perusahaan merupakan
wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB dibawah
Ketenagaker,aan Pulat Sumbawa,

Agar pelaksanaan pelayaran Pengawosan, Pemeriksaan Dan Pengujian Perusahaan dapat
berjalan d2ngin tertib . lancar , tranparan sesyai dengar piinsip tata kelola pemerintahan yang
baik {gcod governance) diperlukan adanyas pindu: n sebagai landasan dan pedoman dalam
memberikan p:layaran kepada rmasyarakat /pihak yang membutuhkan.

UPTD Balai Pengawasan

Dasar Huknm

a. Undang-Urdang nomor 3 tahun 1951 tentang pengawas ketenagakerjaan,
b. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tenfang ketenagakerjaan,
¢. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja,
d. Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 fentang

p=nempatan dan perlindungan tenaga kerja
Indonesia k= luar negeri,

L

"Jndang-Unrang Nomor 24 tahun 2011 tenrang bPJS Ketenagaker;aan, dan

f. Undang-Undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan

g. Permenpan Nomar 36 tahun 2012 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis Zenyusunan
,Penetapan dan Penerapan Standar Pelayarun

h. Keputusan fenpan Nomor : 26 JKEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi

dan Akuntahilitas dalan penye'enggaraan Felayaan Publik

Visi, misi dan motto

Visi :

“Terwujudnya Pembinaan Pengawasan Keler.agal.erjaan s~cara optimal, efektif dan efisien
untuk peringk..tan pe-lindungan Pekerja dun Pengusaha menuju masyarakat Industrial yang
harmonis, adil, sejaht zra dan be martabai i » st.mbawa “

Misi :
“Meningkatan i’elayanan Pembinawn Pengawasar dan Penegakan Huku.n, Norma Kerja dan K3
di wilayai P. St mbavia ”

Motto ;

“ Tiada Henti ._an Diskrim rasi Dalam Pelayanar. Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pengujian
Perusahaan di wilayah P. Su.nbawa *

Maklumat Pelayanan Publik

“ Siap Melayani Pengawzsan, Pemeriksaz 1 Dzn F'engujian Perusahaan serta Sanggup Menerima
Sanksi bila Tidak Sesuai dengan Peraturan Pervndang-undangan yang berlaku *

Tujuan
Terlaksananyz kegiatan pelayanan Mengawasan, Pemerikeaan Dan Pengujian Perusahaan
dengan bait, sesuai pedoman dan Undang- vndany yang berlaku.

Persyaratan

a. Pengawasan, Pemeriksaan Dan Penguijian Perusahaan yang ada Wilayah P.Sumbawa baik
perusahan, besar, secang dan kecil

b. Pengawnsan norma ketenagakeriaan  terhadap perusahaan dalam melaksanakan
perundarg-undandan ketenagzakerjean vang meliputi; pengawasan upah, perlindungan




10.

it.

Jamsos, perlindungan tenaga kerja aral. dar perempuan, tenaga kerja asing, penempatan

dan penyaliiran tonaga kerja, pengawasan wak.u kerja dan waktu ic rahat
C. Pengiwasnii, pemeriksaan dan pengujian keapada perusahaan

meliputi sarana kerja di
bidar z mekanik, resawat uap dan bejana te

kan konstruksi bangunan, instalasi listrik dan
Fenagguiangan kebakaran, kesehat- kerja den lingkungan kerja

Waktu dan tei1pat Pzlayanan

Kegiatan kunyungan pelayanan Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pengujian Perusahaan dilakukan
secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebeluinnya sesuai jadwal yang sudah disusun oleh
Petugas Pengawas Keter agakerjaan.

Tempat Pelaysnan : Perusahaan- perusahaan vang ada pada wilayah P. Sumbawa

Piosedur /Tahupan pelayanan

a. Pegavai pengawas i aryusun Jadwal kuniurgan di perusahaan
b. Menetukai: Perusahaan yang akan dikunjirg hail; siang ataupun malam hari tanpa
pemberita.uan kepada perusahaan yang bersai.gkuta.

€. Pengewasan norma ketenagukerjaan terbadap perusahaan dalam melaksanakan perundang-
undangan ketenagakerjaar Yang meiiputi: pengawasan upah, perlindungan jamsos,
perlindurigan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing, penempatan dan
penyalur: n tenaga kerja, Pengawasan waktu kerja dan waktu iscdrahat

d. Pengawasan, penerikszan dan pengujian kepada perusaha: n meliputi sarana kerja di
bidang mekanik, | 2sawat uap dan bejuna tokan, konstruksi Eangunan, instalasi listrik dan
penaggulangan kebakaran, kesehatan kera oan lingkungan kerja

e. Apabila ac'a pelanggaran norma keteragare jaan akan diambil tindakan yang tegas sesuai
dengan perundans-undangan yang herlaku.

f.  Pegawai perigawas dapat melacukanan Pengujion sarana kerja di bidang mekanik, pesawat
uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, inctalasi listrik dan penaggulangan kebakaran,
kesehatar kerja dan lingkungan “erja ses.ai d~ngan spesialisasinya dan hasilnya menjadi
rekomendasi bagi perusahaan calan, peruvaikan sarana kerja.

g. Dalam satu bulan jumlah perusahaan yanz aiawasi minimal 5 perusahaan oleh satu orang
pengawas ketenagakerjaan

Biaya
Untuk Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pengu;ian Perusahaan tidak dipungut biaya

Lama Pelayanan

Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pengujian Feruzahaan tergantung dari kewenangan pengawas
ketenagakerjacn Mezsing-masing karena Fenrgawas ketenagakerjaan adalah agen pengawas,
penasihat dan nenegak hukum, dengan keseluruhar misi memandu perbaikan kondisi kerja dan
productivitas 1i tempat kerja.

Personalia pelcksana
Fersoralia pelaksana pelayanan Menpawe:an, Pemeriksaan Dan Pengujian Perusahaan,
ditetapkan der gan Kenutusan Kepala Dinac tenags Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB nornor
tang zai April 2017 dengar suc . sebagai berikut / atau sebagaimana
terlampir.




12. Penut.p .

Demikian pancuan pelaksanaan Pengawasan, Pem *riksazn Dan Pengujian Perusahaan di UPTD .
Balai | engawesan Ketenazakerjaan Pulau suribawa Disnakertrans pravinsi NTB disusun sebagai
pedoman / act'an dalam membe: ikan peleyanar kepada masyarakat/ pihak terkait yang

membutuhk: n

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI MUSA i ENGGARA 3ARAT

iy

< }
: .w]_.;‘mg =

Pembina Urama Madya
NIP:1958123 198303 1 340

Mataram, April 2017

Mengetahui
KEPALA UPTD

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
P. SUMBAWA

Edi_Ramlan, SKM., MPH
Pembina Tk.|
NIP:197111111992031006




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JI. Majapahit Nomor 29-3¢ Telp./ Fax(0370)632612 MATARAM

KEPIJIUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGLRA BARAT
NOMOR: 569 / / NAKERTRANS

TENTANG

Tim Pelaksana Pelayanan Publik
Pada UPTD. Balai Pengawasan Ketenzgakerjaan Pulau Lombok
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

‘ Menimbang * a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada UPTD.

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan
Publik pada UPTD. Bala' Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
Dinas Tenzga Keria dan Transmigrasi Provinsi NTB

. bahwa untuk pembentukan Tim Palaksana Pzlayanan Publik sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala

Linas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.

c. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini

diangap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

1. Undang - Undang Vom)r 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Undang - Undang Momor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenage Keria indor.esia di Luar Negeri,

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Unaang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan

QK E Pelayanan Publik

5. Permenakertrans Nomor 22/MEN/2014 tentang Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

6. Permenpan Nomor 36 tahun 2012 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis
Peryusunan ,Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

7. Keputusan Menpan Nomor: 26 /KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk
Teknis  Transparansi  dan Akuntabilitas dalan penyelenggaraan
Pelayaran Publik.

8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Caerah Provinsi NTB

9. Peraturan Gubernur Musa Tenggara Barat Nomor : 32 Tahun 2008
Tentany Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Frevinsi Nusa Tenggara Barat

10. Peracuran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang
Perubahan atas Peraturan Cubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 36
Tahun 2€10 Teatang Pelaksanaar Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Provins. Nusa Tenggara Barat yang bekerja di Lua:
Negeri.

11. Peraturan Gubernur NTB nomor 34 Tahun 2013  Tentang
Penyelenggaraarn Pelayanan Publik.

Memperhatikan :  Suat Sekretaris Daersh Nomor : 060/162/0RG TGL 13 April 2017 tentang
Komponen Standar pelayanan Publik




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Tira Pelaksana Pelavanan Publik UPTD. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan
Pulau Lomhok Diras Tenaga Kerja dan T1 ansmigrasi Provinsi NTB dengan
susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

Tugas Tim Pelaksana Pela yanan Publik terdiri :

1. Memberikan belayanan kepada masyarakat /para pihak yang
membutuhkan secara baik sesuai panduan pelaksanaan pelayanan /
Standar Operasionai prosedur yang telah ditetapkan

2. Memenuhi sarana prasarana dan hal lain yang diperlukan agar
pelaksanaan pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan.

3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan publik yang telah diberikan
melalui pengukuran indek kepuasan pengguna layanan.

Segala biaya yang timhul sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini di bebankan
pada DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transraigrasi Provinsi NTB.

Keputusan ini mulai berlak sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MATARAM
FADA TANGGAL : April 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

@t

Drs. H. WADAN -
Pembina Utama Madya

NIP. 19581231 198303 1 340

Tembusan disam»aikan keoada Yih :

1. Gubernur Proviusi NTE  di - Matarar,
Ketua DPRD Provinsi NTB di - Mataram.
Inspektorat Prov'nsi NTB di - Mataram.

2%
3




Lampiran : Keptitusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

Nomor

Tentang : Tim Delaksana Pelayanan Publik pado UFTD. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan
Pulau Lomuook Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

Jenis /Produk layanan : Pengawasan, Pemeriksaan dan “engujian Perusahaan

No NAMA/ NIp | JASATAN | JABATANDLMTIM | KET |
1 | Drs. H. Wildan | Kepala Dinas | Pembina t Bl
| NIP. 1958123119830313.40 i |
2 | Drs.H. Musta’in. SS., MM % Sekretari, Dinas—'k Per yarah
NIP.1966123:1990031133 N - |
3 | LALU WIJAMAN, SH., MH | Kepela Salai Koordinator |
NIP. 19631231 159303 1 149 |
4 | ANNA PERMANAWATI, SSos NIP. | Ksi Norma Kerja | Bagian Informasi dan ]
19591208 194203 2 008 | e | Pengaduan
5 | LALU MUSLIHIN D, SH Kasi l.eselamatan Ragian informasi dan
NIP. 19641231 198503 1 143 | dan Kesehatan Pengaduan
L _ ‘ Kerja
6 KHAL'D BIN T2 HIR | fengzawas Pengawasan,
NIP. 19600417 198003 1 005 E Ketenagokerjaan Pemeriksaan Dan
- . Pengujian Perusahaan
( 7 | Hj. NINA TRIANA, SH, Msi | Pengawas Pengawasan,
- NIP. 19733802 199903 2 005 j Keieragaxarjaan Pameriksaan Dan
| Fengujian Perusahaan
8 | NYIAYU MURMAYANTY, SH | Pengawas Pengawasan,
NIP. 1977030¢ 20100. ; 007 | Keteragakcijaan Pemeriksaan Dan
) Pengujian Perusahaan
9 | NI MADE ISMALA DEWI, SH Pengawas Pengawasan, i
NIP. 19810311 201001 2 004 Ketenagakerjaan Pemeriksaan Dan
) o Pengujian Perusahaan |
10 | BAGUS PRII/A SUATA, ST Pengavsas Peingawasan,
NIP. 19861113 201002 1 005 Keteragakariaan Perncriksaan Dan
o Penguiian Perusahaan
11 | HENDRA SISWANDI, SIP Prnpawas Pengawasan,
NIP. 19820922 201101 1 009 Fetenzgekerjaan Pemeriksaan Dan
Pengujian Perusahaan
12 | YUDIARIANTD SINAR B. PUTRC, ST Pengawas Pengawasan,
NIP. 19820105 200604 1 012 Kereragakerjaan ! Pemeriksaan Dan
‘,4 ' Pengujian Perusahaan
13 | BQ. FVI DiAN KUSUMA DEW/,S.Sos. Pengawas Pengawasan,
NIP. 15770212 200212 2 007 Ketenagakerjaan Pemeriksaan Dan
‘ Pengujian Perusahaan
14 | AHMAD FAIZAN, SH T Pengawas Pengawasan,
NIP. 19720907 221001 1 004 Keteragakerjaan Pemeriksaan Dan
Pengujian Perusahaan
15 | MUZNAK HAMID, SH | Pengawas Pengawasan, |
NIP. 19870814 201001 2 008 Keteniagakerjaan Pemeriksaan Dan
1 Pengujian Perusahaan
16 | | MADE S'JLFNDRA PUTRA, SH. | Pargewas Pengawasan,
NIP. 19793639 799103 1 007 l Yeterugakearjaan Pemeriksaan Dan
| ] Pzngujian Perusahaan
17 | HANI TRIA PRIHATIN | Pengavias Pengawasan,
NIP. 29810419 201001 2 n03 i Ketenagakarjaan Pemeriksaan Dan 5‘
L L | Pengujian Perusahaan |

Kepaie Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

0y

s Y
Drs. H. ‘:ZILD AN

Pembina Utama Madya
NIP 19581221 19R3N3 1 40




PANDUAN PELAKSANAAN PEL AYANAN PUBLIK
PAJA UPTD. BALAI PENGAWAS A KEVENAGAKERJAAN PULAU LOMBOK
CINAS TENAGA KERJIA DAN TRANSFAIGRASI PROVINSI NTB
KEGIAYAN : PENGAWASAN, PEMERIISAAN DAN PENGUJIAN PERUSAHAAN

Pendahuluan

Berdasarkan LU 23 tahun 2014 tentang
kabupate.i/k»ta seluruh Indonesia, statusny
Januari 2017, Lahwa Pengaviasar, Pem

remerintahan daerah, semua pegawai pengawas
& niaiihkan ke provinsi 1 Oktober 2016 dan efektif

eriksaan Dan Pengujian Perusahaan merupakan
wewenang Dirias Tenaga Kerja dan Transmigrasi “rov. JTB dibawah UPTD Balai Pengawasan
Ketenage kerjvun Pulvu Lombok.

Agar pelaksanaan p~layanan Pengawasan, Poinearike

aan Dan Pengujian Perusahaan dapat herjalan
dengan tertit , lanca- » tranparar sesuai dengan &

rinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good

i landasan dan pedoman dalam memberikan
pelayznan kepada mesyarakat /pihak yang membutuhkan.

governance) d.perlu’an adanya sandian sebaga

Dasar Hukum

a. Undang-Undang homor 3 sahun 1951 tentang pengawas ketenagakerjaan,

". Undang-Undang nomcr 13 tahun 2002 terang ketenagakerjaan,

¢. Undang-Undang nomor 1 tahun 1979 tenting heszlamatan kerja,

d. Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 te,
Inaonesia ke luar negeri,

@ang penempatan dan perlindungan tenaga kerja

e. Uncdang-Undang Nomor 24 tahun 2011 -entang BPJS Ketenagakerjaan, dan

f. Undang-Urdang namo. 7 tanun 1982 tentang wajib lapor ketenagakerjaan

g. Permenpan Nomor 36 tanun 2012 Tentang Penetapan Petur juk Teknis Penyusunan
.Penetapar. dan Pener: pan Standar Pelayanan

h. Keputusan Menpan Nomor . 26 /KEP,'M.PAN,/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi
dan Akuntahilitas falan penyelenggaraan Felavanan Publik

Visi, misi dan motto
Visi :
“ Terwujudnya Pembinaan Pengawasar Ketenagakerjaan secara optimal, efektif dan efisien

untuk penir.gkatan perlindungan Pekeria dar. Pengusaha menuju masyarakat Industrial yang
harmonis, adi! sejahtara dan bermartabat ;i F. Le mbok “

Misi :
“Meningatan Pelayanan Perbinaan Panguwasan dan Penegakan Hukum, Norma Kerja dan K3
di wilayah P. Lom.bok *

Motto :
“Tiada Henti Dan Diskriminasi Dalem Pelayar.an Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pengujian
Perusahaan di wilayah P. Lombok “

Maklumat Pelayanan Publik
“ Siap Melayani Pengzwasan, Pemeriksaan Dar Persujian Perusahaan serta Sanggup Menerima
Sanksi bila Tidak Ses'iai dengan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku “

Tujuan
Terlaksananya k=giatan pelayanan Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pengujian Perusahaan
dengan baik, sesuai pedoman dan Undang- urdang yang berlaku.

Persyaratan

a. Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pengujiar Perusahaan yang ada Wilayah P. Lombok baik
perusahwi, beser, sedang dan kecil

b. Pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap perusahaan dalam melaksanakan perundang-
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perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing, penenipatan dan

penyaiuran tenaga kerja, pengawasan waktu kervja dan waktu istirahat

€. Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian kepzca perusahaan meliputi sarana kerja di bidang
mekanik, pesawat tap dan bejera tckan, konstruks bangunan, instalasi listrik dan
penaggulangan keoakaran, kesehatan k=ria dan lingkungan kerja

Waktu dan tempat Peiayanan

Kegiatan kur.iungan pelayaiian Pengawesan, ceirer
secara tib-tiba tanpa pemberitahuan sebefun
oleh Petugas Pengaw:s Ketenagakerjaan.

iksaan Dan Pergujian Perusahaan dilakukan
1y= sesua: jadwal kunjungan vang sudah disusun

Tempat Pelavanan : Perusahaan- perusahaan vang ada pada wilayah P. Lombok

Prosedur /Tahapan pelayanan

a. Pegawiipenzawas menyusun Jadwal kuniungan di perusahaan

b. Menetukan Perusahaan varg akan dikuniungi baik siang ataupun malam hari tanpa
pemberitatuan kepada Perusanaan yang bersangkutan.

€. Pengawasan ncrma ketenagakerjaan terhedap peruszhaan dalam melaksanakan perundang-
undangan ketenagakerjaan yarg raeiiruti: pengawasan upah, perlindungan jamsos,
perlindung3n tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing, penempatan dan
penvyalurar tenaga kerja, penigawasan woktu erja dan waktu istirahat

d. Pengawaszn, pereriksaan dan pengujian kepada perusahaan meliputi sarana kerja di bidang
mekanik, p2sawat uap dan bejana telar. konstruksi bangunan, instalasi listrik dan
penaggula igan kebakaran, keschatan kerja dan iingki'ngan Kerja

e. Apabila ac1 pelanggaran norma ketenagakerj..an akan diambil tinaakan yang tegas sesuai
dengan perundang -unidangan vang berial

f.  Pegawaip ngawas dapat metakukanan pengujian sarana kerja di bidang mekanik, pesawat
uap dan L jana t=kan, konstriksi bungunan, instalasi listrik dan penaggulangan kebakaran,
kesehatan k»rja can lingkungan kerja sesuai dengan sgesialisasinya dan hasilnya menjadi
rekomendusi bag’ perusahaan dalam perbaikan sarana kerja.

g. Dalam satu bular. jumiah pecusahaar yang Jdinwasi/ dikunjungi minimal 5 perusahaan olen
satu orang pengaw: s ket=iiagaker;aan

Biaya

Untuk Pengawasan i’emeriksaan Dan Pengujan Ferusahaan tidak dipungut biaya

Lama Peluyanan

Pengawasan, « emeriksaal Dan Pengujian Perusahaan tergantung dari kewenangan pengawas
ketenagakerjran masing-masing karena Pengawas ketenagaker’aan adalah agen pengawas,
penasihat dar penegak hukum, dengan keseluruhan misi memandu perbaikan kondisi kerja dan
produktivitas di tempat keria.

Personalia pelaksana
Personalia pelaksana pelayanan Pengawacan, Pemeriksaan Dan Pengujian Perusahaan,
ditetapk i dengan Keputusan Kepala Dir.as tenoga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB nomor
targgal April 2017 cengan susunan sebagai berikut / atau sebagaimana
terlampir.




12. Penutup .

Demikian panduan pelaksanaan Pengawasan, Pemeriksaan Dar, Pengujian Perusahaan di UPTD .

Balai F engawasan Keten: gakerjaan Pulau Lom

bek Disnakertrans provinsi NTB disusun sebagai

pedoman / acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/ pihak terkait yang

membutuhkan.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!
PROVINSI NUSA TENGARA BARAT

Us)
Drs.F. WVLD AN~
Pembini Utama Miadya

NIP:19581231 198303 1 340

Mztaram, April 2017

Mengetahui
KEPALA UPTD

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
P. LOMBOK

LALU WUAMAN, SH., MH
Pembina Tk.I
NIP: 19631231 199303 1 149




